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ABSTRAK

Dengan berkembangannya hak asasi manusia merubah pola hubungan
antara dokter dan pasien dari patemalistik menjadi hubungan kontraktual yang
bersifat transaksi terapeutik yang di dalamnya mengandung unsur hak dan
kewajiban hukum yang berorientasi pada hak asasi manusia. Dengan adanya hak-
hak dasar pasien, maka setiap pasien yang akan ditakukan tindakan pembedahan
dan anestesi diperlukan persetujuan (informed consent). Lalu bagaimanakah jika -
pasien tersebut tidak sadar dan perlu tindakan segera untuk mencegah kecacatan
maupun kematian, padahal tidak ada keluarga terdekat yang dapat memberikan
persetujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum /nformed
Consent anestesi pada kasus kegawatan medik di rumah sakit dan untuk
mengetahui akibat hukum Informed Consent anestesi pada kasus kegawatan medik
di rumah sakit. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun jenis data
yang digunakan adalah data sekunder dengan metode analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengaturan
hukum informed consent anestesi pada kasus kegawatan medik di rumah sakit
berdasarkan pada Permenkes No. 280/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan
Tindakan Kedokteran, dimana semua tindakan dokter yang akan dilakukan
terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Namun dalam keadaan gawat
darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan informed consent,
pasien dianggap menyetujui tindakan dokter dan kemudian dokter mempunyai
kewajiban hukum memberi penjelasan kepada pasien setelah sadar kembali atau
keluarga terdekat (Presumed Consent). Dokter dalam melakukan pertolongan
berdasarkan pada perintah undang-undang bukan karena hubungan hukum akibat
adanya transaksi terapeutik (Zaakwaarneming). Disini dokter mengambil alih
tanggungjawab pasien dan melakukan perwalian secara suka rela sampai pasien
baik kembali. Dokter tidak dapat digugat oleh pasiennya karena tindakannya, tetapi
dokter dapat dituntut secara pidana bila melakukan kelalaian. Berhubung tindakan
dokter atas dasar perintah undang-undang dan mendapat tekanan psychis yang
berat dari kondisi pasien dan tindakannya sendiri , maka alasan penghapusan
pidana dapat menjadi bahan pertimbangan.

Kata kunci : pengaturan, akibat hukum, informed consent, kegawatan medik

vii



ABSTRACT

The development of human right has change relationship pattern between
doctor and patient in consensus paternalitistik to be contractual relationship
characteristic therapeutik transaction with unsure pregnant right and obligation law
with orientation on human right. With there is patient basic right, therefore an patient
will operation act and anesthesia needed agree (informed consent). Then how if
their patient not conscious and need fast act to preventive default or dead. Yet not
there is near family with can give to agree.

The research is to know law regulation Informed Consent anesthesia in
medical emergency cases in hospital and know law result /nformed Consent
anesthesia medical emergency cases in hospital. Approach method with used their
research is normative yuridical with specification analytic descriptive research.
There is data kind with use secunder data with kualitative data analysis.

The result is_research and contain can concluded that law regulation
Informed Consent anesthesia in medical amergency cases in hospital cording to in
Healthy Ministery Regulation No.290/MENKES/PER/INI/2008 about agreement
medicine act, where is all medicine act will used to their patient have to can
agreement. But in emegency to have soul patient not used informed consent, patien
considered to agree medicne act and then doctor have law obligation to give
clarification their patient after consious or near family (Presumed Consent). The
doctor in help act cording to law order not result law relationship there therapeutik
transaction (Zaakwaameming). There is doctor to take responsible patient and
guardianship act with volunteer to their patient return health. The doctor is not wrong
by patient result their act, but doctor can demanded law criminal when carelessness
act. The connected medicine act cording to law order and can heavy psychis
pressing by patient condition and self act, therefore reason law erased can be
consideration.

Key word : regulation, result law, informed consent, medical emergency.
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